
71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Pengantar   

Bab V merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini. Bab ini secara 

keseluruhan akan membahas mengenai kesimpulan dari bab-bab sebelumnya juga 

akan menyampaikan beberapa saran terkait permasalahan hukum yang di angkat 

dalam penelitian ini.   

5.2 Kesimpulan 

5.2.1 Kesimpulan terhadap kebutuhan tenaga honorer di dalam satuan polisi 

pamong praja di pemerintahan daerah kabupaten bekasi 

Berdasarkan yang tertulis di dalam bab sebelumnya, kebutuhan akan tenaga 

Satpol PP di Kabupaten Bekasi masih belum memadai. Berdasarkan wawancara 

dengan Bapak. Joko Santoso Kepala sub bagian kepegawaian Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Bekasi , dengan penduduk 3,3 Juta maka kebutuhan 

akan tenaga satpol PP adalah sekitar 380 – 400 orang anggota Satpol PP. Hal ini 
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berpedoman pada peraturan yang ada didalam PERMENDAGRI 60/2012. 

Pemerintah Daerah berwenang untuk menyelenggarakan pembangunan didalam 

satu pemerintahan dari segala aspek termasuk untuk mengangkat PNS dan tenaga 

honorer guna  mencukupi kebutuhan tenaga Satpol PP pemerintah daerah 

Kabupaten Bekasi sekitar 216 orang  

 Adapun penjelasan tentang pengertian tenaga honorer terdapat dalam pasal 1 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yaitu Tenaga honorer adalah 

seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain 

dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah 

atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan diberlakukannya 

UU ASN kedudukan tenaga honorer dihapuskan. Hal ini dikarenakan ketentuan 

dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 mendefinisikan istilah Pegawai 

Pemerintah Dengan Penggunaan Kerja (PPPK). Sehingga secara otomatis 

kedudukan tenaga honorer menjadi hilang dan digantikan oleh PPPK. Walaupun 

PPPK dengan tenaga honorer secara kedudukan hampir sama akan tetapi tidak 

secara otomatis tenaga honorer dapat langsung menjadi PPPK. PPPK berbeda 

dengan tenaga honorer sebab PPPK itu sendiri memiliki kontrak perjanjian kerja 

yang jelas sementara tenaga honorer tidak memilikinya.  

Perbedaan mendasar antara PPPK dengan tenaga honorer adalah PPPK tidak 

dapat diangkat secara otomatis menjadi CPNS ini berbeda dengan tenaga honorer 

yang dapat diangkat secara otomatis setelah keluarnya Peraturan Pemerintah 

Nomor 48 Tahun 2008 dengan masa keja minimal satu tahun. Hal ini juga 

dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan integritas dan 

profesionalisme di dalam tubuh kepegawaian Indonesia.  

Satpol PP merupakan salah satu perangkat daerah Di pemerintahan daerah 

Kabupaten Bekasi yang merupakan ujung tombak dalam menegakkan suatu 

peraturan Daerah.  Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) UU 23/2014 Satpol PP 

dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban 
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umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. 

Berdasarkan Undang undang  Satuan polisi Pamong Praja terdiri dari Polisi 

Pamong praja yang merupakan jabatan fungsional PNS yang penetapannya 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi anggota 

satpol PP haruslah seorang Pegawai Negei Sipil/PNS. Di Satuan Kerja Polisi 

Pamong Praja Pemerintah Daerah  Kabupaten Bekasi terdapat  184 pegawai 

terdiri dari 84 orang  PNS dan 100 orang masih merupakan tenaga harian lepas / 

tenaga honorer/ non PNS . Untuk APBD Tahun anggaran 2017 akan direkrut 

sekitar 200 orang anggota Satpol PP yang baru, guna memenuhi kebutuhan tenaga 

Satpol PP yang nota bene mempunyai tugas menyelenggarakan ketertiban umum  

dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.  

Dalam merekrut tenaga honorer Satpol PP di Kabupaten Bekasi selama ini 

melalui prosedur yaitu mengambil formulir di tiap tiap kelurahan , kemudian 

diketahui oleh kecamatan . Setelah melalui beberapa test dan dinyatakan lulus , 

pihak pemerintah daerah melalui Kepala Satuan Tugas Polisi Pamong Praja  

membuat surat perjanjian kerja tenaga honorer. Perekrutan tenaga honorer Satpol 

PP Pemerintah Kabupaten Bekasi ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan(MELANGGAR UU) ,  dikarenakan untuk Satpol PP harus seorang 

PNS sehinga perekrutan harus melalui test Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) 

dan seterusnya CPNS tersebut bisa ditempatkan menjadi tenaga satpol PP dengan 

beberapa pelatihan khusus.  

5.2.2 Kesimpulan Mengenai Kesejahteraan Bagi Pegawai Honorer Di dalam 

satuan Polisi Pamong Praja Pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi 

Di dalam Undang-Undang dasar 1945 yang selanjutnya akan disebut   

UUD1945 pada Pasal 28D tertulis bahwa  

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum.  
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(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 
 

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama 

dalam pemerintahan.  

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.  

Pasal diatas mengatur hal-hal dasar untuk memberikan jaminan terhadap warga 

negara Indonesia yang secara konstitusional dilindungi haknya terutama 

perlindungan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan kesejahteraan 

sebagai warga negara Indonesia. Sesuai dengan pasal diatas maka Kesejahteraan 

sebagai warga negara Indonesia  adalah mendapatkan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama tanpa membedakan baik kaum minoritas maupun 

mayoritas di hadapan hukum. Kesejahteraan juga diukur dalam hak setiap orang 

untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapat penghasilan dan 

perlakuan yang adil. Jika seseorang ingin menjadi bagian dari suatu pemerintahan, 

kesempatan yanng diberikan harus sama agar tidak terjadi integrasi sosial di 

dalam masyarakat. Pegawai Negeri merupakan salah aparatur sipil negara oleh 

karena itu mereka pendapat perlindungan, dan perlindungan yang diberikan 

kepada Pegawai Negeri berupa hak-hak mereka sebagai PNS yaitu:  

1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas; 

2. Cuti; 

3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua 

4. Perlindungan; dan 

5. Pengembangan kompetensi 

Pemerintah juga harus menjamin hak – hak Aparatur Sipil Negara, jaminan 

perlindungan yang diberikan adalah:  

1. Jaminan kesehatan 

2. Jaminan kecelakaan kerja 

3. Jaminan kematian  

4. Bantuan hukum 
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Di dalam Pemerintahan Kabupaten Bekasi khususnya SKPD yang 

menangani Satpol PP , Satpol PP yang bertugas dilapangan diangkat sebagai 

tenaga honorer dengan perjanjian kerja .  Didalam perjanjian kerja tersebut 

memuat hak dan kewajiban sebagai tenaga honorer / bantuan polisi pamong praja. 

akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan Perjanjian kerja 

yang ada di dalam UU ASN. Perjanjian kerja yang masih diberlakukan di 

Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak  memuat perlinndungan dan memenuhi 

kesejahteran sesuai amanat UU ASN.  Perlindungan serta keselamatan kerja tidak 

diatur dalam perjanjian kerja tersebut. Sehingga ketentuan dalam UU , bahwa 

seorang petugas satpol PP haruslah seorang PNS atau paling tidak PPPK dengan 

perjanjian kerja masih harus terus diupayakan untuk diwujudkan 

Hal tersebut menyebabkan adanya kesenjangan bagi Satpol PP PNS dan 

yang Non PNS. Non PNS dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja karena tugas 

mereka adalah untuk masyarakat banyak. Setiap tenaga kerja harus diberikan 

perlindungan. Walaupun memiliki tugas yang sama tapi kesejahteraan kedua nya 

berbeda. Sementara itu sesuai dengan peraturan perundang – undangan telah 

diatur, seharusnya baik Satpol PP PNS dan Non PNS mendapatkan kesejahteraan 

yang sama tanpa merasa adanya diskriminasi.  

5.3 Saran 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan dan mempertimbangkan 

kesimpulan diatas, maka perlu dilakukan beberapa perbaikan pada pola 

rekrutment untuk memberikan perlindungan hukum dan memberikan jaminan 

kepada tenaga satpol PP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan 

beberapa saran perbaikan sebagai berikut : 

1. Karena kebutuhan tenaga Satpol PP di Kabupaten Bekasi masih cukup banyak 

untuk Tahun Anggaran 2017 ± 300 orang  ,sedangkan pengangkatan PNS 

belum memungkinkan , maka perlu dibuat regulasi tentang pola rekrutmen 

dalam bentuk Perda atau Perbup yang substansi nya tidak melanggar UU ASN. 
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Sehingga terdapat kesamaan hak dan kewajiban serta kepastian hukum dan 

jaminan yang dapat mensejahterakan tenaga bantu pol pp tersebut. 

2. Bagi tenaga Satpol PP yang sekarang ada sejumlah 100 orang perlu dilakukan 

perubahan pada perjanjian kerja yang menyangkut hak dan kewajiban mengacu 

pada kedudukan dan fungsi. Seperti aturan setiap tenaga bantu wajib diikutkan 

dengan program BPJS, di dalam perjanjian kerja tersebut harus memuat juga 

jaminan perlindungan sosial contoh nya diikut sertakan dengan BPJS tidak 

hanya upah jasa saja karena untuk menjamin para tenaga bantu pol pp tersebut  

kedepannya jika terjadi sesuatu pada saat melaksanakan tugas. Mengingat 

ruang lingkup kerja seorang pol PP yang kerap kali berhubungan dengan 

keamanan dan ketertiban masyarakat maka Pemerintah Daerah juga harus 

memberikan jaminan perlindungan yang sesuai dengan perlindungan tenaga 

kerja dan perlindungan yang ada di UU ASN serta perlindungan yang sesuai 

dengan UUD 1945 Pasal 28 D yang merupakan hak konstitusi warga negara 

kesatuan Republik Indonesia agar tidak terjadi diskriminasi 
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